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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMoR: 32O I HM.o2-Kpt/ 1207 I KPU -Kab I x / 2021

TENTANG

SATUAN TUCAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATBN DELI SERDANC,

Menimbang a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang perlu

dilakukan peningkatan integritas pengelola dan

penyelenggara negara;

b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola

dan penyelenggara Negara di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang perlu

dilakukan pen gen dalian terhad ap gratil'ikasi ;

c. bahu,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Deli Serdang tentang Satuan Tugas

Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli

Serdang.

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara

Mengingat
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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DELI SERDANG



Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2O21 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomot 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 415O);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor

IA2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6l O9);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6'

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494l;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik

Pegavvai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Lembaran

445O);

5. Peraturan

Tahun 2OO4Nomor 142, Tambahan

Negara RePublik Indonesia Nomor

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO8 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a89O);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2ll

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2 I Nomor

2O2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 67 la\
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2Ol2

tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun

20l2-2O25 dan Jangka Menengah Tahun 2O12-

l0l-l



20l4 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL2 Nomor l22l;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014

Nomor 1813);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

r 153);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor l5
Tahun 2O 1 5 tentang Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor

1695);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Be rita Negara Republik

lndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32Ol

sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

N<rmor 4 Tahun 2O2l tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

8 Tahun 2C.19 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemiihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

lndonesia tahun 2O2 I Nomor 786);

ll. Peraturan



Memperhatikan

Menetapkan

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 'Ienderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 1236).

l. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesi Nomor 945/PW.Ol /11/2021 tanggal

13 Oktober 2O2l perihd Pembentukan Satuan

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Tahun 2O2 l;
2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang

Nomor 32O / HM.O2-BA I r2O7 / KPU -Kab / X / 2o2r

tanggal 19 Oktober 2O21 tentang Persiapan

Launching Desa Peduli Pemilu di Desa

Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dan

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum KabuPaten Dcli Serdang'

MEMUl'USKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

DELI SERDANC TENTANG SATUAN TUGAS UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SBRDANG

Menetapkan Susunan Anggota Satuan Tugas Unit

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Dcli Serdang

sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

KESATU

Kcputusal.l



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan ini;

Tugas, \ /ewenang, dan Fungsi Satuan Tugas Unit

Pengendalian Gratitikasi sebagaimana dimaksud

dalam dictum KESATU tercantum dalam Lampiran II

keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang

bersumber dari APBN Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 202 l;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Lubuk Pakam

25 Oktober 2o2 I

KETUA I(OMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANC,

trd,

SYAHRIAL EFFENDI

,l
s-I:.

nt sesuat aslinya,

Hu m v

HEN RI HASIBUAN

$TARi

NrP. 196601 011005



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DELI SERDANG

NoMOR 32o lHM.o2-KPt I t2o7 IKPU-

Kab I X I 2021 TENTANG SATUAN TUGAS

UNIT PENODNDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DELI SERDANG

SUSUNANANGGoTASATUANTUGASUNTTPENGTNDALIANGRATIFIKASI

DILINGKUNGANKoMISIPEMILIHANUMUMKABUPATENDELISERDANG

KEDUDUKAN.JABATANNAMA

PENGARAHKETUA KPU KAB. DELI
SERDANG

SYAHRIAL EFFENDII
PENGARAHMULIANTA SEMBIRINC2

PENGARAHRELIS YHANTY PAN.]AITAN

PENGARAH

ANGGOTA KPU
KAB. DELI SERDANG
ANGGOTA KPU
KAB. DELI SERDANG
ANGGOTA KPU
KAB. DELI SERDANG

TIMO DAHLIA DAULAY4

PENCARAHANGCOTA KPU
KAB. DELI StrRDANG

ZIAULHAQ SIRECAR.)

KETUASEKRETARIS KPU
KAB. DELI SERDANG

SYAFYAR, SE()

SEKRETARTSKASUBBAG HUKUM
KPU KAB. DBLI
SERDANG

HENDRI HASIBUAN7

ANGGOTAKASUBBAG PROGRAM
DAN DATA KPU

. DELI SERDANGKAB

SYAMSIAH
SIMANGUNSONG

8

ANGGOTAkAsueenc UMUM KPU
KAB. DELI SERDANC

9 ABDUL ROZAK

ANGGOTAKASUBBAG TEKNIS DAN
I-IUPMAS KPU KAB.
DELI SERDANG

10 SYAIFUL AZHAR

NIP.,1

dengan aslinYa,

HASIBUAN

01'1005

Ditetapkan di

Pada tanggal

Lubuk Pakam

25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SBRDANG,

'l'rd

SYAHRIAL EFFENDI

NO



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DELI SDRDANG

NoMoR 320/HM.02-KPt / 1207 IKPU'

KablXl2O2r TENTANG SATUAN TUGAS

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEI,I SERDANC

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI

SATUANTUGASUNITPENGENDALIANGRATIFIKASIDILINcKUNcAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

1. Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi :

a. menerima,

penerimaan,

mereviu dan mengadministrasikan laporan

laporan penolakan dan laporan pemberian

Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli

Serdang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)' Panitia

Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Deli Serdang, Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS)' dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan

laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan

Korupsi Republik Indonesia melalui Sekretariat Jenderal Komisi

Republik Indonesia dan Unit Pengendalian

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Pcmilihan Umum

Gratifikasi Komisi

secara berjenjang untuk dilakukan analisis dan penetapan status

Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan

kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia melalui Sekretaris 'Jenderal Komisi Pemilihan

Umum dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang;

d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan

Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang' Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara



(PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian

Gratifikasi Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2Ol5 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum;

f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status

Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

g. meminta data dan inlormasi kepada setiap jajaran Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Deli serdang, Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

h. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh

setiap jajaran Komisi Pcmilihan Umum Kabupaten Deli Serdang,

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara

(PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

dan/atau Pihak Ketiga.

1. Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi :

a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang'

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara

(PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

b. melakukan koordinasi dcngan Unit Pengendalian Gratifikasi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera l)tara danf atau unit

Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi

pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS)' dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

c. menerima laporan pencrimaan Gratifikasi;

d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;

e. menyimpan, menginventarisir, dan mendokumentasikan subjek

pelaporan Penerimaan Gratifikasi;



-

f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan

Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah

rusak atau busuk;

g. menyampaikan laporan Gratifikasi dari jajaran Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada

Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia dengan tembusan kepada Unit

Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sumatera Utara.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Lubuk Pakam

25 Oktober 202 1

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG,

Trd,

SYAHRIAL EFFENDI

\

HASIBUAN

sesuai dengan aslinya,

c-


